BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian, yakni:

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak tidak boleh bekerja
sebagai nelayan karena bertentangan dengan larangan anak untuk bekerja
sebagaimana diatur di dalam ILO Convention No. 182 Concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms
of Child Labour dan Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari
hasil wawancara juga ditemukan bahwa penyebab anak bekerja sebagai
nelayan karena kemiskinan yang mengakibatkan anak putus sekolah dan
harus bekerja, tidak adanya keyakinan dari orang tua akan pentingnya
pendidikan bagi anak yang membuat orang tua tidak menghalangi
anaknya untuk bekerja sebagai nelayan karena mereka tidak memiliki
keyakinan bahwa pendidikan bagi anak itu sangat penting untuk masa
depannya. Selain itu, orang tua juga tidak paham bahwa pekerjaan sebagai
nelayan adalah pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan oleh anak-anak,
dengan kata lain orang tua tidak memiliki kesadaran hukum akan larangan
mempekerjakan anak sebagai nelayan karena bagi mereka pekerjaan
menjadi nelayan bukan merupakan pekerjaan yang berbahaya bagi anak
seperti yang diatur didalam Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak. Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa selama
bekerja sebagai nelayan di atas kapal penangkap cumi-cumi anak-anak ini
mendapatkan perlakuan buruk mulai dari harus bekerja selama 12 jam
tanpa waktu istirahat dan pekerjaannya dilakukan di malam hari,
pemberian upah yang sangat kecil, adanya praktek debt boundage, anak-
anak harus bekerja tanpa adanya fasilitas penunjang keselamatan dan
kesehatan kerja, anak yang bekerja sebagai nelayan hanya diberikan
jaminan sosial berupa jaminan kematian saja sedangkan jaminan terhadap
resiko terjadinya kecelakaan kerja dan terserang penyakit tidak diberikan.
Dari penjabaran tersebut dapat kita lihat bahwa adanya pelanggaran
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hukum yang dilakukan pengusaha pemilik kapal terhadap anak yang

bekerja sebagai nelayan antara lain:

a)

b)

d)

mempekerjakan anak sebagai nelayan di atas kapal penangkap
cumi-cumi merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan
konvensi internasional karena pekerjaan tersebut termasuk ke
dalam jenis pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat
pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak-anak.

adanya eksploitasi pada waktu kerja dimana anak yang bekerja
sebagai nelayan setiap harinya harus bekerja 12 jam dan dilakukan
di malam hari. Belum lagi lagi tidak adanya waktu istirahat dan
waktu libur yang didapatkan selama bekerja. Jelas perlakuan
seperti itu merupakan tindakan eksploitasi yang melanggar hak-
hak anak.

adanya eksploitasi secara ekonomi bisa dilihat dari panjangnya
waktu bekerja sedangkan upah yang diterima oleh anak-anak
sangat kecil.

adanya praktek debt boundage yang mekanismenya sama dengan
kerja ijon yang termasuk kedalam bentuk-bentuk terburuk
pekerjaan untuk anak.

pengusaha pemilik kapal tidak memberikan jaminan sosial secara
penuh kepada para pekerjanya, bisa dilihat dari hasil wawancara
dengan Ibnu Ramdani selaku anak yang bekerja sebagai nelayan
yang mengatakan bahwa bentuk jaminan yang diberikan ialah
jaminan kematian saja. Sedangkan, menurut Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, jaminan sosial itu meliputi jaminan
kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan dan
tidak adanya pendampingan orang dewasa kepada anak yang

melakukan pekerjaan menjadi nelayan juga merupakan
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pelanggaran terhadap apa yang diatur di dalam Pasal 70 Undang-

Undang Ketenagakerjaan.

Pekerjaan menjadi nelayan termasuk ke dalam jenis pekerjaan terburuk,
sehingga melibatkan anak untuk bekerja sebagai nelayan dilarang menurut
Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 182
tentang tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
Bnetuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Oleh karena itu, bagi pengusaha
yang telah melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana

sebagaimana diatur didalam Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
dalam upayanya untuk meminimalisir anak yang bekerja sebagai nelayan
telah melakukan kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja melalui UPT
Pengawas Tenaga Kerja untuk melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan
dokumen maupun pemeriksaan di lapangan. Namun, upaya yang telah
dilakukan oleh pemerintah tersebut masih kurang efektif. Hal ini bisa
dilihat dari tidak ada data yang dimiliki oleh pemerintah terkait anak yang
bekerja sebagai nelayan, selain itu tidak adanya kerjasama lintas sektoral
tidak dilakukan oleh antar lembaga terkait, dan karena tidak adanya data
terkait anak yang bekerja sebagai nelayan mengakibatkan upaya
penegakan hukum menjadi sulit untuk dilakukan. Lalu sebagai upaya
untuk menghapuskan praktek anak yang bekerja sebagai nelayan
pemerintah bisa membentuk satuan kerja bersama (joint task force)
dengan melibatkan Kesyahbandaran, BAKAMLA, dan Unit Pelaksana
Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan melalui Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan
dalam bentuk inspeksi bersama (joint inspections) sebagai upaya preventif
perlindangan anak agar tidak bekerja sebagai nelayan dan sebagai upaya
represif bisa melibatkan pihak POLRI dalam melakukan penegakan
hukum pidana apabila ada pengusaha yang melakukan pelanggaran

mempekerjakan anak sebagai nelayan.
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5.2 Saran

Permasalahan anak yang bekerja sebagai nelayan tidak hanya menjadi tanggung

jawab Pemerintah saja melainkan tanggang jawab bersama, dalam hal ini juga

melibatkan orang tua atau keluarga anak yang bekerja sebagai nelayan dan juga

pengusaha sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk

memberikan saran kepada pihak-pihak terkait antara lain:

1. Dibutuhkan adanya pengaturan ulang kebijakan mengenai kewenangan

untuk melakukan pengawasan terhadap anak yang bekerja sebagai nelayan
dengan membentuk membentuk satuan kerja bersama (joint task force)
yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan
hukum bagi pengusaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum
dengan mempekerjakan anak sebagai nelayan sebagai upaya preventif dan
represif untuk menghapuskan praktek pekerja anak sebagai nelayan.
Satuan kerja bersama (joint task force) ini dapat melibatkan Dinas Tenaga
Kerja Kota Cirebon melalui Unit Pelaksana Teknis Pengawasan
Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, BAKAMLA,
Kesyahbandaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pengawas
Perikanan, dan POLRI. Ketentuan mengenai kewenangan untuk
melakukan pengawasan melalui satuan kerja bersama (joint task force) ini
bisa dituangkan kedalam bentuk peraturan bersama antara lembaga
terkait.
Disarankan kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja
dan International Labour Organization (ILO) untuk melakukan sosialisasi
terhadap keluarga anak yang bekerja sebagai nelayan dan juga pada
pengusaha perikanan terkait larangan untuk melibatkan anak dalam
pekerjaan sebagai nelayan sebab pekerjaan menjadi nelayan, karena
pekerjaan menjadi nelayan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya
sehingga dilarang untuk melibatkan anak sebagaimana diatur didalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 182 dan juga
terdapat akibat hukum berupa sanksi pidana apabila ada yang melanggar
ketentuan terkait larangan untuk mempekerjakan anak sebagai nelayan.
Disarankan kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan
untuk melakukan sosialisasi kepada keluarga nelayan terkait pentingnya
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anak untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun guna mengedukasi
mereka agar menumbuhkan kesadaran akan pentingnya anak untuk
mendapatkan pendidikan yang juga merupakan salah satu hak anak yang

diatur didalam peraturan perundang-undangan.
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